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BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tulang Bawang Barat tentang Standar Harga Satuan
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun
Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4934);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Noomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaga Negara  Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 567);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat Nomor 74);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN
2021
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

Satuan Harga adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan
penghitungan kebutuhan biaya kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

Besaran Biaya sebagaimana dimaksud pada angka 5 adalah satuan
biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk
menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai
biaya masukan.



7.

8.

(1)

(2)

(1)

(2)

Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu
tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk
penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN
Pasal 2

Standar Harga Satuan meliputi :

a.satuan biaya honorarium;

b.satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;

c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;

d.satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;

e. satuan biaya pemeliharaan;

f. satuan biaya sewa;

g. satuan biaya barang habis pakai;

h.satuan biaya jasa kantor;

i. satuan biaya pakain dinas;

j- satuan biaya peralatan dan perlengkapan kantor;

k.satuan harga satuan konstruksi;

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar harga satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan
anggaran pendapatan dan;

Dalam penggunaan peraturan bupati ini, tetap mempedomani Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

(3) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat
daerah;

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan

c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan
belanja daerah.

(4) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam
pelaksanaan anggaran kegiatan; dan

b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertingg yang dapat
dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya
kenaikan harga pasar.



Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran
VI, Lampiran VII, Lampiran IX dan Lampiran X Peraturan Bupati Tulang
Bawang Barat Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun
2019 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dalam hal Satuan Harga belum tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini, maka Satuan Harga dimaksud mengacu pada harga pasar (at
cost)dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal
pengadaan barang/jasa pemerintah dengan tetap memperhatikan prinsip
efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tulang Bawang
Barat Nomor 57 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten
Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2019 masih dinyatakan berlaku
sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.



Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 23 Juni 2020

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.
UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 24 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,
dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020
NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiva r, S.Sos., M.IP
Pembiha
NIP. 19770409 200212 1 008




